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PER\ Tl R\..\ D.\[RAH rABUPATEN l(UDUS 

NO:\IOR 1 TAI-fliN 2001 

PD tEC.1-\1-I.-l~ DES.--\ GL\GAH\\"A.RU DA;~ PE:-.UJEi\TL'Iv\J\ DESA TEll.-\.;\'Ci\1\ ' 
KEC.\~1 .'\ T.-\ :' l l 1'\1DAAN KA HI 1PATF. KLlDUS 

?\knimbancr 
;::, 

Mengi.ngat 

l E~G.\ : 1 .RAH?\1AT Tl1H.I\ ' Y/\.!\lG MAI--1\ ES, 
I3l"PATI 1':F DUS, 

.1 . bahw.1 schubur1gan deng.111 adanya usu! cbn prabrsa ma.<,-yarakat 
mcngcnai pembent11kan Dcsa Tcrangm.1s sebagai Dcsa yang berdiri 
sendiri dan tc1visah da1i Desa Glagahw;nu serta dcngan 
mi:111pcrhatikan pcrkcmbangan jumlah pcncluduk, luas wilnyah, 
kondisi sosi.11 bud :iya, potensi desa d.'.l.11 terseclianya sar:ma clim 
pra~,1ran.i pcm.:rintahan <lcsa, dipandang pcrlu untuk mi;;mbentuk 
Desa Terangnm sebagai has il pcmccahan Desa GlagJhwam 
I:..:ecamatan Undaan Kabupaten I:..:udus : 

b. bah\,·a sehubungan dengan maksud tersebut huruf a di alas. perlu 
c!itet:ipkan dengan Per:ituran Daerah; 

1. l1ndang--undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah 1':abupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

2. Cndang-undang \'omor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60. Tmnbahan 
Lembaran Negara Nomor 3839); 

3. Unclang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tcntang Pctimbangan 
Keuangan Ant.ara Pemerintah Pusat clan Daerah (Lembaran Negara 
Tahun 1999 "1omor 72. Tambahan Lemba.ran Negara Nomor 3848); 

4. Peraturnn Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan 
Pemerintah Jan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom 
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran 
\iegara ~omor 3952) ; 

5. h.eputusan Presiden \"omor ➔➔ Tahun 1999 tentang Teknik 
Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan 
Cndang-undang, Racangan Peraturan Pemeti.ntah dan Rancangan 
I:..:cputusan Presiden : 

6. Keputusan ..... 



Memperhatikan 

Mrnetapkar.. 

6. Keputusan :vlcnh:'ri D.1.lam N~gcri Nomor 63 Tahun 1999 tcntang 
Petunjuk Penyesuainn Peristilahan Di Lingkungan Pcmc1intah Dcsa; 

7. Keputusan Mcntcri Dalam Ncgc1i Nomor 64 Tahon 1999 tcntang 
Pcdom:m Pcngatur:m Urnum Mengcnai Desa; 

8. Pcraturan Dacrah Kabupatcn Kudus Nomor 6 Tahun 2000 tcntang 
Organisasi dan T atakcda Pcmc,.intah Desa (Lembaran Dac,1·ah 
Kabupaten Kudus Tahun 2000 Nomor 12, Tambahan Lembar:m 
Dacrah Nomor 5 ); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2000 tenting 
Sumber Pcndapatan Desa (Lemharnn Daerah Kabupaten Kudus 
Tahun 2000 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 8); 

10. Peraturnn Daerah Kabupaten Kudus Nomor 13 Tahun 2000 lentang 
Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa (Lembaran 
Dacrah Kabupatcn Kudus Tahun 2000 Nomor 19, Tambahan 
Lembaran Daerah Nomor 12): 

11. Peraturan Dacrah Kabupaten Kudus Nomor 15 T ahun 2000 ten tang 
Tatac:ira Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian 
Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudw; T ahun 2000 
Nomor 21 . Tambahan Lembaran Daerah Nomor 14); 

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus tanggal 
17 l\.faret 2001 Nomor 172/05/2001 tentang Persetujuan atas Rancangan 
Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Pemecahan Desa GL1gahwaru 
dan Pembentukan Desa Terangmas Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus 
Wltuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah ; 

Dengan Persetujuan 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN Kl}DUS 

~1EMUTUSKAN : 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TENTA.NG 
PErvffiCAHAN DESA GLAGAHW ARU DAi'\J PE1'IBENTUKA.t'\J 
DESA TERANGMAS KECAMATAN UNDAAN KABUPATEN 
KUDUS. 

BABI 

KETENTIJAN U1\-1U11 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

a. Bupati adalah Bupati Kudus; 

b. Cam.at adalah Carnal Undaan Kabupaten Kudus ; 

c. Desa ..... 
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d. 

C. 

f. 

Dcs3 auafah kcs;ituan ma~ yarakal hukWTI yang ml.:mil.iki kcwcnangan 
1tntuk mengatur dan mcnguni~ kepcntingan m.isy:irakat sctemp.tl 
h_crdasarkan ::isal usul dnn aJat istiaclat sct mp:il yang dfakui d:ilam 
s,stem Pemc,intahan Nasional dan hcrnda di Dm:rnh Kah11ra1 e11 : 

Pcmcrintahan Desa adalah h:g.iatan pcmcrinlahan yang dilaksanakan 
okh Pemcrintah Dcsa dan Badan Pcrwakilan Dcsa; 

Pcmc1intah Dcsa adalah Kcpala Dcsa dan Perangbt Dcsa; 

1usun :idalah bagian , ,jl:Jyah dari dcsa yang mcrupakan lingkungan 
kcija pelaksanaan pemc1intah.:m dcsa; 

g. Pcmccahan Desa adalah Lirnlakan pcmecahan dc:sa yang sudah ada 
yang didasarkan atas prakarsa m;isyarakat dengan mcmperhntikan 
asal-usul dcsa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat c11.:i 

sesuai persyaratan p<::raturan perundang-undangan yang berlaku; 

h. Pembcntukan Dcsa adalah ti.ndakan pcmbcntukan desa baru di luar 
desa yang tclah ada atau sebagai akibat pemecahan clcsa yang di 
dasarkan atas prakarsa masyarakat dengan memperhalikan asal-usu[ 
desa dan kondisi sosial buclay;i masyarakat setempat serta sesu:11 
persya.ratan peratura.n perundang-undangan yang berlaku; 

1. Batas Desa adalah tanda pemisah antar desa alau antara desa dengan 
kelurnhim yang bersebelahan baik bernpn tanda alam maupun tand;i 
buatan; 

J. Desa Persiapan adalah desa baru sebagai hasil pembentukan dan 
penggabunga.n, yang akan ditingkatkan menjadi desa yang berditi 
sendiri. 

BABil 

PEI\1ECAHAN DESA GLAGAHW A.RU DAN PEMBENTl)KAN 
DESA TERANGMAS 

Bagi.an Petiama 
Pemecahan dan Pembentukan Desa 

Pasal 2 

Dengan Peraturan Daerah ini diadakan pemecahan Desa Glagah\'-,aru 
Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus dan dibentuk menjadi 2 (dua) Desa 
yang berdi.ti sendiri yaitu : 
a. Desa Glagahwaru ; 
b. Desa T erangmas. 

Pasal 3 

Tujuan Pemecahan Desa Glagahwaru clan Pembentukan Desa Terangmas 
adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemeri.ntahan di 
desa secara berdaya guna dan berhasil guna serta pelayanan terhadap 
masyarakat. 

Bagian ... .. . 
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1 ';i.A,,m 1.. • tu:t 
J 1;1:, n,, ,.,~ f ,·,h hr,\": 1 n.-,1 ;, 

Bt'r<h11 1' 1 .,n , 11..n ~- -I ·111 i....,., ~" t,,.,,,1i111 ;i 1,\ ,Jm1.:1J.,,u · l , - ' .., 11,tJ....l lu.t 

\''
1

"'., .-i' ur tu . m., mr m.' <llif, L\.: · .• 1 :1 -.,l:i 1 ,;_h;it~,1i , -~ri u: · 

h 

L c~;, < ,t:1L':tln ;m: "'.: 1:, .. 
J <..>1 11.d turuh Hilun li r 'l--.t : ~ i 
L '<1 1 .:mgmJ( •;~ 11.,, 

h tk.;;;-b ot:i <.; ])cc;. Gla~11h .inr 11 

J; l' rikut 

a csa GJaga n am d 
- Schclah G tara 
· .·cbclah Timur 
- Scbel:.th Scla tan 

Dcsa I cran_ 11 :.i'l . 

. ,C :l 'utu .· . 

~:i L1m ban :in: 
- Sehclah B:rr:\l : Dcs-:i J kdini .:m De~ -;i lt n.:_ i0. 

J. c. a Ternngmas dcngan bata.<- · 
- Scbclah Clara : D , ·a .-- am bung dan 

Kidul : 
- Scbclah Timur : D ·sa Kutuk ; 
- Sehc\ah Sdatan 
- S .bclah Baral 

: IJe~a G ia ahwa ru: 

: Dcsa Mcdini . 

P.:isal G 

Ba1as-batas D csa scbagaim,ma dimaksud Pasal 5 adal:ih scbagaim ana 
tcrcantum dalam Lampi.ran Pela I P'-!ralurnn Dacrah ini. 

Pasal 7 

Pcnctapan dan pernasa.ngan landa batas dcsa scbagaimana climaksud Pasal 
5. dilaksanakan sesuai peraturan penmdang-undangan yang herlaku. 

Pasal 8 

Peta masing-masing Desa sebagai hasil pemecahan dcsa adalah 
sebagaimana tercantum clalmn Lampiran Peta II dan ID Peraturan Daerah 
llU. 

Bagian K etiga 
Penduduk Desa 

Pasal 9 

(1) Penduduk Desa G lagahwaru adalah penduduk desa yang be11empat 
tinggal di : 

a. Dusw\ .. ... 
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:1. DLL\lln Gl:ig;iJ1 l ·i,lul, 
h J 11 un (rli1:_,,1h I\ rn 1,1n 

( , 1 , 1 , ~0 ,, N't lrmp,it 
•· l J 'c11duduh De ,1 'l <.: t ,111:_1111,,~ ,1Jnl,1h p 111 11du ,, 1 <.:'•' · · 

tingg.1 i 

:i Dusun '\nipcl: 
h Du~un K;ir.1n11w:111J 

sun ,' :im:1• 

P.1g,iar. · ccrnp .11 
j \ mb:igi.111 T .m;1.h K.1s IJ~ · ·1 

asJ 0 

(I) 1 u:i<; Tan ah Ka Dc:a Glag. m ,1ru yang b '11l1'•1 T;in,l 1 B ' ll!.', :( ~ 1j::: 
l 11nah Hondo D sa ~ehel11m di pee ah ~clurulrnva sel u,L~ + h~ .. , . 

I I I' a h ,1·1~rc) .1I,HI <;d,1!:t ( cnarn puluh lim.~ koma cm fl JI ru u 1 t~ , ' • 
deng.1n + 93.5 (S<.:mhilan puluh ti~a J..mna lun,i l balw 

(2) Pcmb:1gian Tanah Kas Dcs.1 yang bcrupa Tnnah Ocngko J.. ~1n '!':i.n:1'.1 
Hnn~o Drn1 scb.1gaimana climak.~ud ay.,t (1) :id:i l:iJ, seb:ig:ii bcnkut · 

a. Dm Glagahw.1n1. mcmiliki Tanah f3c ngknk d:m Tanah lfondn 
Dm sd uas 1- 39,93 ha (tiga puluh scmbilan korna scmhtlan puluh 
tiga hckt,1rc)~tau ~ct,1ra ckngan :!: 57 (linia puluh tujuh) bahu : 

b. Dcsa Terangmas, memiliki T:mah Bcngkok dan Tanah Bondo 
Dcsa scluas + 25, 52 ha ( dua puluh lim.1 korn:i lima puluh du;i 
heklarc) alau ~etara dengan ± 36.S (tiga puluh cnam koma lima) 

bahu. 

BAB ill 

KEWENANGAN, HAK DAN KEWAJIBA . 

Pasal 11 

Dengan terbentuknya desa sebagaimana dimaksud Pasal 2, maka Desa 
Glagahwarn dan Desa Ternngmas mempunyai kewena.ngan, hak dJn 
kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pcraturan Daerah 'Kabupaten 
Kudttc; Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan d,m 
Penggabungan Dcsa. 

BAB IV 

ilTENTUAN PERALil-IAN 

Pasal 12 

Kcpala Desa dan atau Pcrnngkat Desa Glagahwaru yang t 'lah ada scbdum 
pros~s pemecahan Desa Glagahwaru dan pembenl11kan Desa Terangmas tetap 
menJabat sebagai Kepafa Desa dan Jiau Perangbt Dcsa berdasarkan domisili 
masing-masing. 

Pasal 13 .. ... 



• 

• 

B.'\ B \' 

;:rar '-llpaya ,criJp 01 :mg mcngc1.1lmin_\ .1, 111 C' rne1inlJl ·an pcngund n'._'.;1 
l '..: r.1 11 1ra 11 D.icrah mi dcng:m pen..:mµal:i nn>; lb l:1 m Lc111b,1r,l!1 D.,crah 
Kahuparen 1 · uc1u~. 

Dis.ihkah di Kudus 
µ;id;i l:mggal 17 fru •p t 2001 

Diund:mgk:m di Kudus 
p;1 l: tanggaJ 17 Hare t 2001 

SH~REL\RIS DAER,U-I KABUPATEN I(UDUS . 

LE:\:IBARA., DAERAH KABUPATEN KUDUS TAiiUN 2000 NOMOR .. 4 ..... 



{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }

